WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang  : a bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diterbitkannya beberapa peraturan
perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penyelengparaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dan Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil, guna
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Ak
Catatan Sipil,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembeniukan Dacrah
Tingkat 1T dan Kota Praja di Sumatera Selatan (l.embaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ©

2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3019) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209 );

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Rl
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 3474) ©

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3886) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (L.embaran
Negara RI Tahun 2002 Nomer 109, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4235 ) ;

7. Undang-l/ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara R1 Nomar 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewargancgaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara R1 Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4634 ) ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4674) ;



